
ii

,^,?,i$';fi ? fl affi_ H l#"1 

"-_Hr".f 

, \ p

PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 11 TAHUN 2011

pETuNJUK rEKNrs ou.onrol,TffrX?r" rAHUN ANGGARAN 2011KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

bahwa Anggaran pendapatan dan Beran,a Daerah (ApBD) Kabupaten
Samosir Tahun Anggaran 2011 teiah rJitetapl<an clengan peraturan DaerahNomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran pendapatan cian tseianla Daerarrl(abupaten Samcsir Tahun Anggaran 2011:
bahwa berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten s;rmr:srr Nomor / [ahurr2006 tentang pokok-pokok pengelolaan Keuanqan lJaeralr ,,"0" Onrn,"rin'dipandang perru menetapkan petu'1uk teknis peraksanaan kegrater'Anggaran pendapatan dan Beranla Daerah (AptD) tahrr.r ariggara;r 201.1Kabupaten Samosir,
bahwa uniuk tertrb admjnistrasr. mempe rlancar srstern pe;neelolaarr
Keuangan Daerah. datr peningkatan pengendalian cf alarn pelaksanaair
kegratan pada setiap progranr yang rJikerora satuan Ker;a fjerangkat
Daerah (sKPD) dr t-ingkungan Pernerintah Kabrupater-r sarnosii- nrak;;dipa'dang perru menetapkan petunluk teknrs peraksanaan Kegratan
Anggaran Pendapaian dan Beranla Daerah (ApBD) Kabiiperti.:n i:r,,rcisir-
bahwa berdasarlian pertimbangan dinraksud pacia hu*rf b dan c ., atasperlu drtetapkan dengan peraturan Bupatr Samosir

Undang tJndang Republrk lnclonesia Nomor 28 I;.rnt_rn .tg9!r 
ier)tirr),JPenyelenggaraan rrlegara vana Bebas dan Bersrlr darr (srlrpa, n",r. 0""Nepotisrne lLembaran Negara Repubrrk indonesi, Tar,un ggg, ;;;", -;;

Tambahan Lembararr Negara Repubrik rndonesia Nor-rior 3g51);
Undang-lJndang Repr,.rbrrk rncionesia Nornor 17 iahr_rn 2003 tt:ntang
Keuangan Negara (Lernbaran Negara [iepubiik i'cionesra tahurr 20c]Nomor 47 ' Tambahan Lembaran Negara Repubrrk rrrr,nnelsra ," ,"r r,ruar"
urrdang-Urrdang Repubrik rndonesia Nornor 36 r-arru, ?003 ,-1"r,,Pembentukan Kabupaten sarnosir darr Kabupaten ser.rra"n o-n;0", o,Provinsi (Sumatera Utara (t ernbaran Negara Retr_iLrbrrk i;u,i;;, ,rt;;;.;,
2003 Nomor 15'1, Tambahan Lembaran Neqara rRe;rubrrrr r,i,J,in"uij,',0",..,r",
a3a6);

urrdang-Undang Repubrik rndonesra friomor 1 Tar-run 20r*)4 ientang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubrrk tncto,-,rbs;* ;-;;,;;2004 Noriror 5. Tambahan Lerribaran |,Jegara Renui:trk Inrjor u_,, n,",rro,
4:)55)
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4. Undang-Undang Republik lndPnesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lemb'aran Negara Republik lndonesia Tahun

2004Nomor5'TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor

4355);

Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun z00alfNomor 53, Tambahan Lernbaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4389);,

Undang-Undang Republik' lndonesia Nornor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2004Nomor66,Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);

Undang.UndangRepubliklndonesiaNomor25Tahun2004tentangSistem
nbangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2004 Nomor tb+; Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4421):

S.Undang-UndangRepubliklndonesiaNomor32.Tahun2004tentang
PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

UndangNomor32Tahun2004tentangPemerintahanDaerah(Lembaran

NegaraRepubliklndonesiaTahun200sNomor5g,TarnbahanLernbaran

Negara Nomor 4844)''

g.Undang-UndangRepubliklndonesiaNonror33Tahun2004tentang

PerimbanganKeuanganantaraPemerintahPusatdanPernerintahDaerah

(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2004lr.lomor126'Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republilt lndonesia Tahun

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor

5049); 
24 Tahun 2ao4 tentang Kedudukan11. Peraturan Pemerintah Nomor

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Penruakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 90'

TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor44l6);
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 37 -fahurn 2006 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomol ,, f4 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Reppblik lndonesia Talrun 2006 Nomor 90'

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4659);

5.

b_

7.
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12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemei'intahan (Lembaran l.legail Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor

49, Tambahan Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Talrun 2005 Nomor 136, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a574);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005

Nomor 138, Tambahan Lenrl>aran Negara Republik lndonesia Nomor
I

4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2OO5 tentang Hibah Kepada

Daeralt (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 139,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4577),

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578); I

Peraturan Pemerintah Nomor 7! Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4587),

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4588);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006

Nomor 20);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741)',

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pernberian

dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran t.Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 165);

Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengaclaan Barang/Jasa Pemerintah :

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

22.

23.

24.



25 PeraturanDaerahKabupatenSamosirNomorTTahun2006tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan KiLlangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Samosir Nomor 67 Tahun 2006 Seri A Nomor 6);

I

PeraturanDaerahKabupatenSamosirNomor20Tahun200Ttentang

organisasidanTataKerjaLSekretariatDaerahsekretariatDewan
dan staf ntrli KaUupaten Samosir (Lembaran Daerah

KabupatenSamosirTahun2OOT,;Nomorl30seriDNomorl3'Tambahan

Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2OO7)'
I

PeraturanDaerahKabupatenSamosirNomor2lTahun200Ttentang

organisasrdanTataKerjaLernpasaTeknisDaerahKabupatenSamosir

(Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 131 Seri D Nornor 14'

Tambahan Lembaran Daerah Nonnor 2 Tahun 2007)'

peraturan Daerah Kabupaten samosir Nomor 22 rahun 2007 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas lDaerah Kabupaten Samosir (Lembaran

Daerah Kabupaten Samosir NQmor 132 Seri D Nomor 15' Tambahan
,

Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2007)'
rli

Peraturan Daerah Kabupaten samosir Nomor 23 Tahun 2007 tentang

organisasi clan Tata Kerja Kecarnatan dan Kelurahan Kabupaten samosir

(Lembaran Daerah Kabupaten samosir Tahun 2007 Nomor 133, Seri D

Nomorl6,TambahanLembaranDaerahNomor4Tahun200T);

30. peraturan Daerah Kabupaten bamosir Nomor 1 Tahun 2011 tentang

AnggaranPendapatandanBe|anjaDaerairKabupatenSamosrrTahun

Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten samosir Tahun 2011 Nomor

1 Seri A Nomor 210);

Peraturan Menteri Dalam Negeril Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam l{egeri Nomor 59 Tahun 2oo7 tentang Perubahan

atas peraturan Menteri Dalar-n I Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangaii Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 55 Tahun 20oB tentang Tata Cara

PenatausahaandanPenyusunanLaporanPertanggunglawabanBendahara

serta penyantPaiannYa; ,1 
I

33. Peraturan Menteri Dalam Neoer'l Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

27.

28

29

3'1

32
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MEMUTUSKAN r:

t,l

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

KABUPATEN SAMOSIR : .I

APBD TAHUN ANGGAR'AN aofi

PAB 
I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir'

2. BuPati adalah BuPatiSamosir' I

3.SekretarisDaerahadalahSekretarisDaerahKabupatenSantosirselaku
Koordinator Pengelolaan K1ulnSan. 

n Samosir.4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupatet

5.AnggaranPendapatandanBelanjaDaerahselanjutnyadisingkatAPBD
adalah Rencana Keuangan tahuna'n Pemerintahan Daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan

dengan Peraturan Daerah' '

6.BappedaadalahunSurpendukungKepalaDaerahdalampelaksanaan
otonomiDaerahdibidangperencanaanpembangunanKabupatenSamosir.

7. Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah adalah unsur pendukung

KepalaDaerahdalampelaksanaanfungsipenganggaranKabupaten

Samosir.

S.SatuanKerjaPerangkatDaerahyangselarrjutnyadisingkatSKPDadalah

organisasi/lembaga cli lingkungan Pemerintah Kabupaten samosir yang

bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan.

g. Satuan Kerja pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat

SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna

anggaran/penggunabarangyangjugamelaksanakanpengelolaankeuangan

daerahdanbertanggungjawabmenyusunlaporankeuangandaerah'

l0.BagianPembangunanadalahBagianpembangunanpadaSekretariatDaerah

KabuPaten Samosir'

11. Pengguna Aggaran (PA) adalah Pejabat pernegang kewenangan pengguna

anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang

dipimpinnYa. i

l2.KuasaPenggunaAnggaran(KPA)adalahPejabatyangdiberikuasauntuk

meraksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam

melaksanakan sebagian tugas danlfungsi SKPD'

'1? traiahat .......1
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13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disinEkat PPTK adalah

Pejabat pada unit kerja sKPD f,ang rnelaksanakan satu atau beberapa

kegiatan dari suatu program sesuai,dengan bidang tugasnya'

14. Bendahara penerimaan adalah Pejabat fungsionai yang ditunjuk untuk

menerima, menyimpan, n]enyetorkan, menatausahakan, dan

mempertanggungjawabkanuangpendapatandaerahdalamrangka
pelaksanaan APBD Pada SKPD.

15. Bendahara pengeluaran aclalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima,

menyimpan, membayarkan, rnenatausahakan, dan

belanja daerah dalam rangkamempertanggungjawabkan uang'keperluan

pelaksanaan APBD Pada SKPD'

16. Bendahara Umum Daerah Yang isslttjutnya disingkat BUD adalah PPKD

yang bertindak dalam kapasitas sepagai Bendahara Umum Daerah.

17. Kuasa Bendahara Umurn Daerahl yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD

adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD'

18. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-

SKPD adalah pejabat pada urnit kerja sKPD yang melaksanakan tugas

meneliti kelengt<apan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)' menyiapkan

Surat Perintah Membayar (SPM) dan ntembuat Laporan Keuangan SKPD'

19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA

SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan penrbiayaan

yang digunakan sebagai dasar tpelaksanaan anggaran oleh Pengguna

Anggaran.

20. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber

dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan

dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap

periode,

BAB II

PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama

AZAS UMUM PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalarn rangka

pelaksanaan urusan pemerintahal daerah dikelola dalam APBD

Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut danlatau menerima

pendapatan daerah wajib melaksanakan pemutrgutan dan/atau penerimaan

berdasarkan ketentuan yang djtetapkan dalam peraturan perundang-

undangan.

Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai

pengeluaran kecuali clitentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

(3)

(4) Penerim aan ........1



(4) Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas

umum daeralr paling lama 1 (satu) harikerja'

(5) Jumlah belanja yang dianggarkaJr dalam APBD merupakan batas tertinggi

untuk setiap pengeluaran belanja'

(6) pengeluaran tidak dapat dibebinkalr pada anggaran belanja jika untuk

pengeluaran tersebut tidak tesedia atau tidak cukup tersedia dalarn APBD'

(7)Pengeluaransebagaimanadimaksudpadaayat(5)dapatdilakukanjika

dalamkeadaandarurat,yangselanjutnyadiusulkandalamrancangan
perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran'

(B)Kriteriakeadaandaruratsebagaimanadimaksudpadaayat(7)ditetapkan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan'

(g) setiap sKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran

daerahuntuktujuanlaindariyangtelahditetapkandalamAPBD.

(10)Pengeluaranbelanjadaerahmqnggunakanprinsiphemat,tidakmewah,

efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

i

Bagian Kedua

(1)

(2)

PENGELOLAAN ANGGARAI.I

Pasal 3

Pengelola Anggaran terdiri dari Pejabat Penguna Anggaran/Pengguna Barang,

Pejabat Kuasa Pengguna Anggar:an/Kuasa Pengguna Barang' Pejabat

Pelaksana Teknis l(egiatan SKPD, Pgjabat Penatausahaan Keuangan SKPD'

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran'

Bagian Ketiga

TUGAsDANTANGGUNGJAWABPENGELoLAANGGARAN

Pasal 4

pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud

padaPasal3ditetapkandenganKeputusanBupatiSamosir.

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah Kepala SKPD mempunyaitugas :

a. Menyusun RKA SKPD;

b. Menyusun DPA SKPD;

c. Melakukan tindakan yang rnengakibatkan pengeluaran atas beban

anggaran belanja;

d. Melaksanakan anggaran SKPD yanE dipimpinnya;

e. Ntelakukan pengujian atas tqgihan dan mernerintahkan pembayaran;

f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

g'Mengadakanikatan/perjanjiankerjasamadenganpihakiaindalam

batas anggaran yang telah ditetapkan;



h. Menandatangani SPM, l'l

i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD

Yang diPimPinnYa; I '

j.Mengelolabarangmilikdaerah/kekayaandaerahyangmenjadi
tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;

k.MenyusundanmenyampaikanlaporankeuanganSKPDyang
diPimPinnYa;

l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipinrpinnya;

m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang

lainnyaberdasarkankuasa:yangdilimpahkanolehkepaladaerah,dan

n. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah

melalui sekretaris daerah' 
i

Pasal 5

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4

ayat(2)hurufgdapatmelimpahkansebagiantugasnyakepadaPPKmuntuk

mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas

anggaran Yang telah ditetaPkan.

Pasal 6

(1) Kepata sekolah sMP dan SMA/SMK adalah sebagai Kuasa Pengguna

Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir'

(2)KuasaPenggunaanggaransebagaimanadimaksudpadaayat(1)diatas

bertanggungjawabataspelaksanaantugasnyakepadaPengguna

Anggaran/Pengguna Barang Dinas Pendidikan Kabupaten samosir.

Pasal 7

(1) Pejabat pengguna anggaranipengguna barang dan kuasa pengguna

anggaran/kuasa pengguna barang dalam rnelaksanakan program dan

kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja sKPD sebagai PPTK.

(2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan

pertimbangan kompetensl jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi,

dan/atau rentang kendali clan pertimbangan objektif lainnya.

(3) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan

tulgasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang'

(4) PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna

barang sebagaimana dimasud pada ayat (1) bertanggungjawab atas

pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna

barang. i

(5) PPTK mempunyaitugas mencakuP:

a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;

c. MempersiaPkan.. /



G.

d.

e.

f.

g.

pkan dokumen i anggaran atas beban pengeluaran

Pelaksanaan kegiatan'

(6) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c

mencakupclokumenadministrasikegiatanmaupundokumenadministrasi

yang terkait dengan persyaratan pennbayaran yang ditetapkan sesuai

dengan ketentuan perundang-un$angan'

Pasal 8

pejabat Penatausahaan Keuangan sKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3

mempunyaitugas :

a. meneliti kelengkapan sPP-L.S pengadaan barang dan jasa yang

disampaikanolehBendaharaPengetuarandandiketahui/disetujuioleh

PPTK; 
I

b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU/Nihil, sPP-TUlNihil dan SPP-LS

gaji dan tunjangan PNS serta pqnghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara

pengeluaran;

melakukan verifikasi SPP; 
I I

menyiapkan SPM,

melakukan'rerifikasi harian atas penerimaan;

melaksanakan akuntansi SKPD; dan

menyiapkan laPoran keuangan SKPD;

Pasal 9

(1) Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran sKPD dan Bendahara

PengeluaranSKPKDsebagaimanadimaksudpadaPasal(3)ditetapkan

dengan Keputusan Bupati samosir atas usttl PPKD dengan usulan

pertimbangan dari KePala SKPD.

(2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas

mempunyaitugas :

a.Menerima'menyimpan,menyetorkan,menatausahakan,dan
mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka

pelaksanaan APBD Pada SKPD'

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a di

atas, bendahara penerimaan SKPD benruenang :

l.nrenerimapenerirnaanyangbersumberdaripendapatanasli
daerah;

2. menyimPan seluruh Penerimaan;

penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke

rekening kas umum daerah paling lambat t hari kerja;
i

4. mendapatkan bukti trahsaksi atas pendapatan yang diterima

melalui Bank; 
l

l,

't
c. Dalam ... ....1



c.DalamhalobyekpendapatandaerahtersebarSecarageografis
sehinggawajibpajakdan/atauwajibretribusimengalamikesulitan

dalarnmembayarkewajibannya'dapatditunjuksatuataulebih
bendaharapenerimaanpempantuSKPDuntukmelaksanakantugas

dan wewenang bendahara peneritnaan SKPD'

d'BendaharaPenerimaanpadaSKPDwajibmempertanggungjawabkan

secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi

tanggungjawabnYa dengan menYamPaikan laPoran

pertanggungjawaban penerirnaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dan

mempertanggungjawabkansecarafungsionalkepadaKepalaDinas
sset Daerah selaku Pejabat PengelolaPendaPatan, Keuangan dan Ar

KeuanganDaerah(PPKD)palinglambattanggall0(sepuluh)bulan

berikutnYa.

e. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan

pembantr'rsekurang-kurangnyal(satu)kalidalam3(tiga)bulan.

f. Melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis terhadap laporan

pertanggungjawabanpenerimaanbendaharapenerimaanpembantu,

(3) Bendahara Pengeluaran sKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di

atas memPunYaitugas :

a.MengajukandokurnenSPP-UP,SPP-GU,SPP.TU,SPP.LSkepada

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD;

b. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang

menjacti tanggungjawabnya berdasarkan bukti pengeluaran yang sah;

c.BendaharaPengeluaranpadaSKPDulajibmempeftanggungjawabkan

secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi

tanggungjawabnYa denEan menyampaikan laPoran

pertanggungjawaban pengeluaran kepacla Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dan

mempertanggungjawabkanSecarafungsionalkepadaKepalaDinas

Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah selaku Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya,

d. Bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas tanggungjawabnya

dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;

e. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penge!uaran

pembantusekurang-kurangnya(1)kalidalam3(tiga)bulan;

f. Melakukan verifikasi, evaluiasi dan analisis terhadap laporan

pertanggungjawaban pengeluaran bendahara pembantu;

(4) Bendahara Pengeluaran sKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di

atas memPunYaitugas:

a.MengajukanSPP-LSkepadaPPKDmelaluiPPK-SKPKD;

b. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang

menjadi tanggungjawabnys berdasarkan bukti pengeiuaran yang sah.

c. Mempertanggungjawabkan ..'./



lgungiawabkan 
' pengelolaan uang yang meniadi

tanggunglawabnya dqloan menyampaikan laporan

pertanggungjawaban pengetuiran kepada PPKD melalui PPK-SKPKD'

Bagian KeemPat
' 

llcesaHAN DPA sKPD
PENYIAPAN DAN PEI'

Pasal 10

setetah R_APBD/RP-APBD ditetapkan menlaOl APBDiP-APBD masing-masing

SatuanKerjaPerangkatDaerah(SKPD)menyusunDPA/DPPASKPDdan

DPA/DPPA-PPKD '

'liiPasal 11

'' Keuangan dan Asset
DPA-SKPD disampaikan kepada Dlnas Pendapatan' ^:::^::,:,:"':,:;
DaerahKabupatenSamosiruntukrrlemperolehpengesahanseteiahdisetulut

Sekretarrs Daerah Kabupaten Samdsir paling lambat 3 (tiga) hari setelah

Peraturan BuPati ditetaPkan t I

Pasal 1 2

penyiapan DpA/DppA-SKpD oan lilDPA/DPPA t:i: asar mempedonranr

PeraturanMenteriDalamNegeriNon.iorl3Tahun2006Pasall23,Pasall24

dan pasal 17g tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan

MenteriDalamNegeriNomor5gTahun2O0Tpasa|l23AtentangPerubahan

AtasPeraturanfulenteriDalamNegertNomorl3Tahun2006tentangPedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah
l

Phsal 13

(1) Setiap satuan volume an$$arQn1 ditetapkan 1 paket maupun Ls yang

tertuangdalamrincianobyekbelanlapadasuatukegratanagardirincidan

drtuangkan dalam Term of Reference (TOR);

(2)ToRditandatanganiolehKepalaSKPDdanselanjutnyadisampaikan
kepadaBupatisamosircqKepalaDinasPendapatan'KeuangandanAsset

Daerah Kabupaten Samosrr sebagai bahan verifikast;

lam rtncian objek belanja
(3) Setiap satuan volume anggarari yang dimuat da

pada Belanja Modal dalam bentuk Paket diuraikan dalam RAB;

(4)RABditandatanganiolehKepalaSKPDdandisetujuiolehTAPD;

(5)RABdisamparkankepada,gupatisanrostrcqKepalaBagian
Pembangunan Sekretariat Daerih Kabupaten Sanrostr;

(6)PenyusunanToRdanRABmqndasariKeputusanBupatiSamosirNomor

264Tahun20lOtentangStandSrSatuanHargaBarang/Peralatan/Jasa

KebutuhanPemerintahKabupatpnSamosirTahunAnggaran2oll

lt

Bagian Kelima,



Bagian Kelima

PENGESAI{AN DPAL SKPD

Pasal 14

(1) Kegiatan yang tidak dapat cliselesaikan pelaksanaannya pada akhir Tahun

Anggaran 2011 dapat dilaksanakan mulai Januari 2012'

(2) Kegiatan lanjutan didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali

oleh PPKD nrenjadi DPA lanjutan sKPD (DPAL-SKPD) Tahun Anggaran

berikutnya. i

(3) DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD diajukan sKPD untuk mendapat

pengesalran dari Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan cian Asset Daerah

Kabupaten Samosir setelah memperoleh persetujuan dari Sekretaris

Daerah Kabupaten samosir paling lambat tanggal 15 Desember 2011.

(4) Jumlah anggaran dalam DPAL-SKPD dapat disahkan setelah terlebih

dahulu dilakukan pengujian terhadap :

(a) sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan sPD dan/ atau belum

diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan.

(b) sisa sPD yang belunr diterbitkan sPP, SPM atau SP2D,dan/atau

(c) SP2D yang belum diuangkan.

(5) Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah mengesahkan

DPAL setelah menerima perlimbangan dariTAPD'

(6) pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL memenuhi kriteria :

(a) Pekerjaan yang telah acia ikatan perjanjian kontrak pada Tahun

Anggaran 2011; dan

(b) Keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan kelalaian

Pengguna anggaran/barang atau rekanan, namun karena akibat force

major.

(7) Kegiatan fisik yang telah selesai dilaksanakan pada akhir Tahun Anggaran

2011, biaya operasional termasuk honorarium menunjang kegiatan fisik

yang tidak direalisasi pada akhir tahun angEaran 2011 tidak dapat di DPAL

kan.

(B) DPA lanjurtan SKPD sudah disahkan paling lambat 24 Desember tahun

2011.

(9) Kegiatan yang di DPAL kan ditampung dalam Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun anggaran 2012',

(10) Penyiapan DPAL-SKPD agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 138 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah c,lan Peraturan Mentei'i Dalam Negeri Nomor 59 tahun

2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13

Tahun 2006 tentang Pedonran Pengelolaan Keuangan Daerah;



--t

Pasal 15

Kegiatan fisik yang telah selesai dikerjakan pihak ketiga (penyedia barang/jasa)

sampai dengan batas waktu 31 Desepber 2011 namun SPM untuk penerbitan

sP2D tidak diajukan sarnpai dengan tanggal 27 Desember zo11 maka

penyelesaian pembayarannya menjadi tanggungjawab sKPD peiaksana

kegiatan. I

PJsal te
Kegiatan fisik rahun Anggaran 2010 yang pelaksanaannya Tahun Anggaran

2011 dan dibayarkan melalui DPAL rlnrn Anggaran 2011 supaya diperkirakan

dan ditampung dalam P-APBD Tahun Anggaran 2011.
i,

Bagian Keenam

ANGGARAN KAS

Fasal 17

(1) Kepala SKPD berdasarkan Rancangan DpA-sKpD dan DppA-ppKD
menyusun Rancangan Anggaran Kas SKpD.

(2) Anggaran kas daerah DPA-SKPD dan DPA-PPKD disusun setiap triwulan
dengan mempertimbangkan pencapaian realisasi pekerjaan baik fisik

maupun non fisik.

(3) Rancangan Kas sKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan

kepada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah seiaku BUD

bersamaan dengan Rancangan DpA-SKpD dan DpA-ppKD.
(4) setiap kegiatan yang ditetapkan dalam anggaran kas adalah merupakan

dasar pelaksanaan maupun pembayaran kegiatan.

(5) Kegiatan yang tidak dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di

atas adalah merupakan saldo anggaran tahun berjalan.

(6) Pembahasan Rancangan Anggaran Kas SKPD dilaksanakan bersamaan

dengan Pembahasan DPA-SKpD dan DpA-ppKD.
(7) Khusus SKPD yang mengelola dana pAD agar Anggaran Kas kegiatan

pada Belanja Langsung disesuaikan dengan realisasi pendapatan yang

diterima.

(8) Penerbitan surat Penyediaan Dana (spD) sKpD pengetota pendapatan

Daerah dilakukan berdasarkan Reaiisasi pendapatan Daerah.

l

Bagian Ketujuh

PERGESEI?AN ANGGARAN

Pasal 18

Pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan

dapat dilakukan atas persetujuan ppKD.

I



Pasal 19

Pergeserananggaranantarobjekbelanjadalamjenisbelanjaberkenaan

dilakukan dengan persetujuan Sekretaris Dacrah'

Pasal 20
^^+^';^hrc

Pergeserananggaranantarunitor$anisasi,antarkegiatanclanantarjenis
belanjadapatdilakukandenganmerubahperaturanDaerahtentangAnggaran

PendapatandanBelanjaDaerahTahunAnggaran20llKabupatenSamosir.

Pasal 21

Pergeserananggaransebagaimana'climaksudpadaPasallT,PasallSdan

Pasal 19 di atas diformulasikan dalam DPPA SKPD'

Pasal 22

PergeserananggaransebagaimanadimaksudpadaPasallgdilakukandengan

merubah peraturan Bupati sarnosir tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

danBelanjaDaerahTahunAnggaran2ollKabupatenSamosiruntuk
selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan Anggaran Penclapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011

Kabupaten Samosir. 
l

Bagian KedelaPan

PELAKSANAANANGGARANPENDAPATANDAERAH

Pasal 23

PelaksanaanAnggaranPendapatanDaerahagardisesuaikandengan
mempedonrani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 l'ahun 2006 Pasal

127 sampai dengan Pasal 131 tentang Pedoman Pengeiolaan Keuangan

Daerah.

Bagian Kesernbilan

PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH

Pasal 24

(1) Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah agar disesuaikan dengan

mempeclomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006

Pasall32sampaidenganPasall36tentangPedomanPengelolaan
Keuangatt Daerah.

(2) setiap pengeluaran beianja atas beban APBD harus didukung dengan bukti

yang lengkaP dan sah. 
l

(3) Bukti sebagaimana dimaksud paoa ayat (1) harus nrendapat pengesahan

olehpejabatyangberwenangdanbertanggungjawabataskebenaran

material yang timbul dari penggunaan buktitersebut'

-1

(4) Pengeluaran.,...l



I

(4) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak

sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD

ditempatkan dalam lembaran daerah'

(5) Pengeluaran kas sebagaimana idimaksud pada ayat (4)

untuk belanja yang bersifat mgngikat dan belanja yang

ditetapkan dalam peraturan kepa!a daerah'

Bagian KesePuluh

Tata Cara Pembayaran Belanja Tidak Langsung (BTL)

Pasal 25

ngsung (BTL) Belanja Pegawai adatah :

Tata cara pembayaran Belanja Tidak La
I

(1)PembayaranBelanjaTidakLangsungsepertiGajidilaksanakansetiap
bulan;

(2) pengajuan spp dan spM disamfaikan kepada BUD paling lambat tanggal

25 Pada bulan berjalan; I

(3) Pengajuan Dokumen seperti fenaikan Gaji' SK.. Kenaikan Pangkat'

PerubahanTanggungan,GajilBerkaladisampaikankepadaDinas
pendapatan,KeuangandanAssetDaerahcq.BidangAnggaranpaling

larnbat tanggal 10 setiaP bulan;

(4)Tambahanpenghasilanberdasarkanbebankerjadiberikankepada
PNSD/CPNSDdilingkunganPemerintahKabupatenSamosir;

(5)TambahanPenghasilanbagiGuruSD!,naupunTenagaMedisdisalurkan

melalui Kantor Pos yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten

Samosir.

(6) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dibayarkan setiap bulan;

(7) Pengajuan SPP dan SPM pada ayat (6) untuk pembayaran buian

berkenaandisampaikankepadaBendaharaUmumDaerah(BUD)paling

lambat tanggal 5 bulan berikutnYa;

(8)TambahanPenghasilanBerdasarkanBebanKerjabagiPNSyangpindahke

daerah lain dihentikan pembayarannya terhitung sejak bulan ditetapkannya

SK pindah tugas oleh pejabai berwenang;

(9)TambahanPenghasilanBerdasarkanBebanKerjabagiPNSyang
meninggalduniadihentikanpembayarannyaterhitungsejaktanggal

ditetapkannya PNS yang bersangtrt"n meninggal dunia oteh pejabat yang

berwenang;

(10)TambahanPenghasilanBerdasarkanBebanKerjabagiPNS(non
jabatan)/CPNSyangpindahtugasantarunitkerjadiiingkunganPemerintah

Kabupaten samosir tetap dibayarkan pada instansi sebelum PNS yang

bersiangkutan dipindahtugaskan: ke unit kerja baru sampai dengan

berakhirnya tanggat 31 Desember 2011'

(11)BagiPNS/CPNScutibersalin,dibbrikantambahanpenghasilan;

dapat dilakukan

ditetaPkan dan

tidak termasuk

bersifat wajib

(12) PNS/CPNS....../



(12)PNS/CPNScutibersalinwajibmenyampaikansuratcutikepadaKepala

DinasPendapatan,Keuangan;ldanAssetDaerahuntukpernbayaran

tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;

(13)BagiPNSyangmengambilcutitahunandiberikantamtrahanpenghasilan

berdasarkan beban kerja; 
,,i

(14) Bagi pNS yang mengambil cutil'lbesar tidak diberi tambahan penghasilan

berdasarkan beban kerja'

(15)BagiPNSyangmelakukantugasbelajartidakdiberitambahanpenghasilan

berdasarkan beban kerja; 
,

(16) PNS/CpNS yang tidak masuk kerja 4 hari dalam sebulan tanpa alasan yang

jelas,tambahanpenghasilanberdasarkanbebankerjadibayarkanT0o/odari

Yang seharusnya diterima; 
j

(17)TambahanPenghasilanBerdasai.kanBebanKerjatidakdibayarkankepada

PNS/CPNSyangtidakhadirsetama5harikerjaataulebihdalamsebulan

tanPa alasan Yang jelas, , 
I

(18)BagiPNSyangdiangkatsebagaipelaksanatugasdiberikanTambahan
penghasilansesuaidenganbesaranTambahanPenghasilanEselonring

tertinggi Yang dijabat'

Pasal 26

Tata cara Pembayaran Belanja Ticlak Langsung seperti Belanja Subsidi, Belanja

Hasil, Belanja Bantuan
Hibah, Belanja Bantuan Organisasi Sosial' Belanja Bagi

Keuangan dan Belanja Tidak Terduga, diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati

Samosir;

Bagian Kesebelas

Tata Cara Pembayaran Belanja l-angsung
I

Paial 27

Belanja Langsung dari suatu kegiatan terdiri dari Belanja Pegawai' Belanja

Barang/Jasa dan Belanja Modal;

Belanja Pegawai dilakukan untuk pembayaran :

a. Honorarium PNS.

HonorariumPNSberupahonorPanitiaPelaksanaKegiatanatauHonor

PanitiaPengadaanBarangdanJasadibayarkansetelalrkegiatan

selesaidilaksanakandenganmelarnpirkanSKPanitiayang
ditandatanganiolehPejabatyangberwenang,daftarpenerimahonor,

sertalaporanpelaksanaankegiatanyangdiketahuiolehPengguna

Anggaran. Besaran honorii panitia kegiatan ditetapkan dengan

KePutusan BuPati Samosir'
'l

(1)

(2)

b. Honorarium ......../



i

b. Honorarium Non PNS' 
:

HonorariumNonPl\lssepertihonorariumtenaga
ahli/instruktur/narasumber dibayarkan setelah kegiatan selesai

dilaksanaan.

Honorarium pegawai honorer/tidak tetap dibayarkan setiap akhir bulan.

Uang Lembur.

UntukpembayaranuanglemburdibayarkankepadaFegawaiyang

bekerjadiluarjamkerja.I"ngdidukungclengansuratpermintaan
persetujuan kerja lembur, surat perintah lembur, daftar hadir lembur'

pemberian uang lembut agdt rdilaksanakan secara selektif dan untuk

kegiatanyangadahonorkegiatantidakdiperkenankan
menganggarkan/membayarkan uang lembur'

e. Penrbayaran Belanja Langsung yang terkait dengan beasiswa,

Tunjangan Profesi Guru PNSD bersertifikasi dan Tarnbahan

penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi disalurkan rnelalui Kantor Pos.

(3) Pembayaran suatu kegiatan pada Belanja Barang/Jasa dilaksanakan

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

a. Pembayaran belanja bahan pakai habis kantor dibayarkan sesuai

dengan kebutuhan pada SKPD pelaksana kegiatan;

b. Belanja Alat Tulis Kantor pada RKA SKPD yang satuannya LS, atau

Paket agar dirinci dalam DPA-SKPD.

c. Untuk pembayaran pemakaian listrik, air dan telepon dibayarkan

sebesar nilai yang tertera pada rekening tagihan' Agar masing-masing

sKPD melakukan penghematan pemakaian lisirik, air dan telepon.

d. Belanja Jasa Pengumuman Lelang dan Belanja Paket Pengiriman

dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pada SKPD pelaksana kegiatan'

e. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dilaksanakan sesuai dengan

kebutuhan SKPD pelaksana kegiatan;

f.. Belanja Cetak dan Penggandaan yang tertera dalam RKA SKPD dalam

pelaksanaannya agar dirinci dalanr DPA SI(PD sesuai dengan

kebutuhan SKPD pelaksana kegiatan;

g. Belanja sewa gedung kantor/rumah agar mempedomani surat perjanjian

sewa menyewa antara Pengguna Anggaran dengan pemilik

gedung/rumah.

h. Belanja sewa sarana Mobilitas dan sewa alat berat agar

memperhatikan prinsip efisienpi dan ekonomis'

i. Khusus untuk sewa Sai-ana mobilitas darat maupun Sewa Sarana

mobilitas air pada kegiatan Pengendalian dan Pemberhasilan program

Raskin di Kabupaten samosir dapat dipergunakan sebagai jaminan

kepada perum Bulog Sub Divre ll Pematang Siantar atas pelunasan

tunggakan Raskin Pemerintah Kabupaten samosir Tahun Anggaran

2011.

c.

d.

j, Belanja Sewa .../



j. Belanja sewa perlengkapani dan peralatan kantor agar disesuaikan

dengankebutuhan.BagisKFDyangtelahmemilikiperiengkapandan

peralatankantoryangdibutuhkandaiampelaksanaankegiatantidak

diperkenankatr untuk menyewa perlengkapan maupun peralatan kantor

sejenisdandiperkenankanuntukmeminjammilikSKPDyangtelah

memiliki barang perlengkapan yang dibutuhkan untuk kelancaran

pelaksanaan kegiatan tersebut'

k. Belanja makanan dan ntinuman dalam pelaksanaan suatu kegiatan agar

disesuaikandengankebutuhanselamapelaksanaankegiatan.

l'BelanjaPerjalananDinasyangterteradalatnRKAagardirincidalam
DPASKPDsesuaidenganStbndardHargaTahunAnggaran20ll.

m.suratPerintahTugasiPenugasansebagaidasarmelaksanakan
perjalanan dinas harus mempunyai dasar penugasan yang jelas;

n. Belanja Peralatan dan Bahan Pembersih yang tertera dalam RKA SKPD

yang satuannya paket atau Ls (agar dirinci dalanr DPA SKPD'

o.Biayamengikutipelatihan/kursus-kursussingkatyangsatuan
penganggarannya l-s (lumsump) dapat dilaksanakan seteiah terlebih

dahulumendapatpersetujuandariPenggunaAnggaranmelaluinota
dinas yang disampaikan olehlPPTK kepada Pengguna Anggaran.

p'Rincianobjekbelanjayangdiperbolehkandalammengikuti
pelatihan/kursus-kursus singkat adalah sebagai berikut :

1). Kontribusi;

2). Perjalanan Dinas Pulang Pergi;

3). Tiket Pesawat (bila diperlukan);

4). TransPort Lokal;

5). Uang saku selama mengikuti pelatihan;

6). PenginaPan.

Pernbebanan anggaran untuk mengikuti pelatihan/kursus-kursus

didasarkan pada kewajaran rincian objek belanja tersebut di atas, dan

akan menjadi dasar PembaYaran'

q. Belanja Jasa Konsultansi yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa

agar mempedomani Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 54

Tahun20l0tentangPengadaanBarang/JasaPemerintah'

r. Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah agar mempedomani

peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tanggal

22 Desember 2010 Pedoman Pengelolaan Dana BCS dalam APBD

Tahun 2011.

(4) Belanja Langsung khusus pekerjaan fisik/ konstruksi '

a. Pembayaran belanja langsung khusus pekerjaan fisik/ konstruksi

dilaksanakan setelah Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang

ditetapkan oieh PA/ KPA melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan

yarrg telah dilaksanakan.

b. Susunan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, khusus

Pengadaan Barang/ Jasa konstruksi dimaksud adalah :

Ketua : Unsur Dinas PU/ Tarukim sesuai bidang pekerjaan;

Sekretaris : Unsur SKF'D yang bersangkutan;



Anggota : - Unsur nagibn Pembangunan Setdakab;

- Unsur Dinas PU/ Tarukitn;
li

- Unsur SKPID lainnya sesuai dengan kebutuhan'

c.Panitia/PejabatPenerimaHasitPekerjaanmenerimapenyerahan
pekerjaan ."i,"n seluruh hasil pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan

sesuai dengan kontrak, dan selanjutnya rnenyampaikan laporan hasil

penilaian pekerjaan tersebutr kepada Bupati Samosir Cq' Bagian

Pembangunan Setdakab Samosir'

d. Masa pemeliharaan atas nasi| pekerjaan disesuaikan dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku'

e. penyedia grr"ngT Jasa menandatangani Berita Acara serah Terima

AkhirPekerjaanpadasaatjprosesSerahTerimaAkhir(FinalHand
Over) i' l

i

BAB III

PENGADAAN B.ARANG DAN JASA

Pasal 28

Dalam pengadaan barang/jasa lainnya iror""nyt agar mempedomani Peraturan

PresidenRepubliklndonesiaNorno-,ri54TahunzalatentangPengadaan

Barang/Jasa Pemerintah'

.

BAB IV

PEMELIHARAAN BARANG INVENTARIS

Pasal 29

pelaksanaan pemeliharaan barang inventaris di Lingkungan sekretariat Daerah

dan pemetiharaan rumah dinas jabatan dilaksanakan oleh Bagian Perlengkapan'

sedangkanbaranginventarisyangdifiuasaiolehSKPDmenjaditanggungjawab

SKPD Yang bersangkutan' 
i

BAB V

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 30

(1)WaktupelaksanaankegiatandirnulaisejaktanggallJanuari20llsampai

dengan 31 Desember 2011'

(2)Kegiatanyangtidakdapatdiselesaikansampaitanggal3lDesember2oll

setelahdipertimbangkanurgensinyaperludiperpanjangharusdibuatDPA

Lanjutan dan dimasukkan dalamrApBD tahun berikutnya'

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
,l

Bagian Pertama

ORGANISASI TIM PEMBINA PROGRAM
i

Pasal 31.....1



Palal 31

(1) Dalam rangka lebih meningkatkan daya guna pelaksanaan berbagai program

dan kegiatan perlu dibentuk sdiu tim untuk melakukan pembinaan dan

pengendalian Program. lrll

(2) Susunan OrganisasiTim Pembina adalah sebagai berikut :

a Penanggungjawab Umum (BuPati)

b Wakil Penanggungjawab Urnum (l/Vakil.Bupati)

c Ketua Tim Pembina (Sekretarlis;Daerah)

d Wakil Ketua Tim Pembina:

1. Asisten I Bidang Pemerintahan

2. Asisten ll Bidang Ekonon'li, Pembangunan dan Kessos

3. Asisten lll Bidang Adminidtrasi Umum

4. KePala BaPPecla

keuangan dan Asset Daerah5. KePala Dinas PendaPatan,

6. lnsPektur KabuPaten ', 
l

e Sekretaris Tim Pembina

- KePala Bagian Pembangunan

f Anggota-Anggota

1. Sekretaris BaPPeda I J I

2. Sekretaris lnspektorat Kabu!aten

3. Sekretaris Dinas PenCapatan, Keuangan dan Asset Daerah

4. Kepala Bagian Hukurn Sekretariat Daerah

5. Kepala Bagian Program Dinas Pekerjaan Umum

6.KepalaBidangProgramDinasTataRuang'Kebersihandan
Pertamanan

7. KePala Bidang Pada BaPPPda

L Kepala Bidang pada Dinas Pendapatan' Keuangan dan Asset

Daerah.

9. Kepala surb Bagian pada Bagian Pembangunan sekretariat Daerah

10. Staf Bagian Pembangunalr Sekretariat Daerah

(3) Tugas Tinr Pembina :

a. Menjabarkan kebijakan ll Pemerintah Daerah

pembinaan/pengendalian agar dalam pelaksanaannya sesual

rencana yang telah ditetapkan dan hasilnya mencapai

fungsional Yang ditentukan' :l

b'MemberikanpengatahankepadaKepalaSatuanKerjaselaku
penanggungjawab program dan kepada PPTK mengenai kebijakan-

kebijakan Pemerintah Daerah yang harus dijabarkan lebih lanjut dalam

anggaran/kegiatan, ll I

;

c. Melaksanakan monitoring lsetiap bulan dan triwulan terhadap

pelaksanaan kegiatan. 
I

d. Mengadakan evaluasi seluruh pelaksanaan program kegiatan dan
,i

melakukan penilaian kinerja kbgiatan pada akhir tahun anggaran.
l{i

I

dalam

dengan

sasaran

e. Melaporkan...l



e. Melaporkan hasll pembinaaii, pengendalian nronitoring dan evaluasi

kePada BuPati'

Bagian Kedua

MEKANISME PEMBINAAN/PENGENDALIAN

I

Pasal 32

Pengendalian kegiatan mencakup : li

1 Pengendalian Umum

Dilakukan oleh Tim Pembina Proqram

pelaksanaan pengendalian umum dialvali dari penelitian RKA, Monitoring

Bulanan, Triwulanan sampai dengan Evaluasi akhir tahun'

2 Pengendalian Kegiatan

Pengendalian kegiatan mulai dari persiapan-persiapan pelaksanaan

pengadaan barang dan jasa sarqpai dengan serah terima kegiatan.

Pasal 33

(1) Pengendalian kegiatan bertujuan :

a Mengamati dan mengavtadi ,secara terus menerus bagaimana hasil

guna dan daya guna kegiatan.

b Mengamati agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan biaya dan

jadwal yang direncanakan.

(2) Pengendalian kegiatan clilaksanakan dengan cara :

a Mendapatkan laporan sebagai umpan ballk.

b Mengadakan peninjauan lapangan dengan tujuan :

1. Untuk mengamati perkembangan pelaksanaan kegiatan.

2. Untuk menguji kebenaran laporan yang diterima.

c Mengikuti perkembangan hasil umpan balik dan peninjauan lapangan

apabila ada indikasi penyimpangan harus segera diambii pencegahan.

Pasal 34

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pembina, dibentuk

direksi teknis untuk kegiatan fisik konstruksi clan kegiatan fisik non konstruksi

yang susunan dan personilnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati'

BAE VII

PELAPORAN DAN SERAH TERIMA KEGIATAN

Bagian Pertama

PELAPORAN

Pasal 35

Seluruh kegiatan dari mulai persiapan, pelaksanaan sampai dengan akhir

kegiatan harus dilaporkan kepada Bupati.

Dari pelaporan dapat diketahui tahapan keberhasilan kegiatan,

permasalahan yang dihadapi dan langkah-langkah untLjk memecahkan

(1)

(2)



permasalahan sehingga kegiatan dapat berialan sesuai dengan

Perencanaan semula'

Pdsal 36

Mekanisme PelaPoran kegiatan :

l.KepalaSKPDmelaporkanhasilkegiatansetiapbulankepadaBupati'
dengantembusankepadaBagianPembangunanSekretariatDaerah,Dinas

Pendapatan, Keuangan cfan. Asset Daerah' Badan Perencanaan

PembangunanDaerah,lnspektoratDaeralrpalinglambattanggall0bulan

berikutnYa (format terlamPir)'

2,BendaharaPengeluaranmenyerahkansuratpertanggungjawaban(SPJ)
kepada Bupati metatui Dinas Pendapatan' Keuangan dan Asset Daerah

selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya'

Pasal 37

LaporankegiatanketingkatPusatdanProvinsimengacukepadaketentuanyang

berlaku.

Bagian Kedua

SERAH TERIMA KEGIATAN

Pasal 38

Padaakhirpelaksanaankegiaian(kegiatanfisik)KepataSKPDharus

menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan kepacla Bupati yang dituangkan

dalam berita acataserah terima kegiatan (format ter^lampir)'

Tembusanserahterimakegiatandisampaikankepada:

a Bagian Pembangunan'

b Dinas Pendapatan' Keuangan dan Asset Daerah '

c Badan Perencanaan Pembangunan Daerah'

d lnsPektorat Daerah'

Hasilkegiatanyangakanmenjadiasetdaerah,diserahterimakandari

KepalaSKPDkepadaBupatiuntukdicatatdiDinasPendapatan,Keuangan

danAssetDaerahuntukpenyelesaianinventarisasinyayangtembusannya

disamPaikan kePada :

a Kepala Unit Kerja yang bersangkutan

b lnsPektur Daerah'

(3)BupatimenyerahkankembalikepadaKepalaSKPDuntukdimanfaatkan

dandipeliharaserladicatatdalamdaftarinventarissaiuankerja'

(1)

(2)

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN
I

Pasal 39... ..i



Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupatr rni, sepanjang menyangkut

teknis pelaksanaan akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri

BAB IX

PENUTUP

Pasal 40

Peraturan lnl merupakan petunluk teknts

SKPD dalam Penyusunan DPA-SKPD

Kabupaten Samosir:

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dat'r berdaya

laku surut selak 1 Januari 2011
i

Agarsemuaorangmengetahutnya,memerintahkanpengundanganPeraturan

BupatirnidenganpenempatannyadalamBeritaDaerahKabupatenSamosir'

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 4 APril 20'1'l

BUPATI SAMOSIR,

caP/dto

MANGINDAR SIMBOLON

kan di Pangururan
t8 Aprt L 2011

RETARIS D RAH,

RANGAN SIMARMATA
A UTAMA MUDA

22 198603 1 005

(1) yang harus diPedomanr oleh

serta Pelaksanaan APBD

A DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

t'zorr NorvroR l2 sERl F NOMOR 2t6



Format : Berita Acara Serah Terima Kegiatan untuk 1 (satu) kegiatan

BERITA ACARA SERAH TERIMA KEGIATAN

Nomor: ........

tanggal ...... bulan ...tahun 2011, kamiyang

tangan dibawah ini :

Nama

Jabatan

Alamat

Nama

Jabatan

Alamat

dalam hal ini bertindak selaku Kepala

SKPD ... Tahun Anggaran 2011-

Selaniutnva disebut PIHAK KESATU

Bupati Samosir; dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah

Kabupaten Samosir

Jl. Raya Rianiate Km 5.5 Pangururan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

ah selesainya kegiatan sebagaimana tersebut dibawah ini :Sehubungan dengan tel

Nama Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Pelaksana

Biaya

Waktu Pelaksanaan

Hasilyang dicapai

Manfaat Kegiatan

Dampak

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA hasil pelaksanaan kegiatan

Tahun Anggaran 2011 yang telah selesai dilaksanakan'

PIHAK KEDUA menerima penyerahan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan tersebut

pada butir 1 diatas dari PIHAK KESATU dalam keadaan baik.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) untuk diketahui

dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEDUA/Bupati Samosir PIHAK KESATU/Kepala SKPD

Lokasi agar diperinci secara jelas sampai Desa/Kelurahan.

Pelaksana proyek diisi sesuai dengan tekhnis pelaksanaan kegiatan

(Swakelola, kerja sama atau diborongkan kepada Pihak Ketiga)



: Berita Acara Serah Terima Kegiatan untuk 1 (satu) kegiatan

BERITA ACARA SERAH TERIMA ASSET

Nomor: ......

Pada hari ini.... .....tanggal ...... bulan ...tahun 2011, kami yang

tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan dalam hal ini bertindak selaku Bupati

Samosir ...'..' Tahun Anggaran2}11.

Selaniutnva disebut PIHAK KESATU

Nama

Jabatan

Alamat

Kepala SKPD, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah

Kabupaten Samosir

Jl. Raya Rianiate Km 5.5 Pangururan

Selaniutnva disebut PIHAK KEDUA

Sehubungan dengan telah selesainya kegiatan - kegiatan APBD Kabupaten Samosir

perincian sebagaimana tersebut dalam lampiran Berita Acara ini, maka dengan ini :

pIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA hasil pelaksanaan kegiatan

Tahun Anggaran 2011, untuk dimanfaatkan dan dipelihara.

pIHAK KEDUA menerima penyerahan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan tersebut

pada butir 1 diatas dari PIHAK KESATU dalam keadaan baik.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) untuk diketahui

dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU


